BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Dari penjelasan dan analisis di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:
Perkawinan dalam masa ‘iddah pada masyarakat Dayak Bakumpai Desa
Muara Bumban Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Kalimantan
Tengah terjadi dalam bentuk proses manyarahan yang ternyata tidak
berhenti hanya sampai terjadi perceraian saja, namun dilanjutkan dengan
prosesi pernikahan baru dengan pasangan baru pula tanpa melalui tenggang
waktu dan masa tunggu yang dikenal dengan masa ‘iddah.

Pemnikahan dalam masa ‘iddah tidak diperbolehkan dalam hukum Islam
maupun hukum positif. 1JUJ Perkawinan mengatur masalah ‘iddah yang
dikenal dengan istilah  “waktu tunggu”. Perkawinan yang putus akibat
perceraian, maka waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali
suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari. Jika statusnya
masih sebagai isteri maka tidak boleh dilamar oleh pihak lain, sehingga
pernikahan yang dilakukan pada waktu tunggu atau masa ‘iddah haram

hukumnya dan sama saja tidak pernah terjadi pernikahan.
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B. Saran

1. Perlu adanya penegakan hukum Kkhususnya pada Undang-undang No. 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan yang diperkuat PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 153 ayat
(2) point b tersebut lebih diperhatikan dengan cara memberikan tugas kepada
para penghulw/pemuka agama untuk memberikan penyuluhan pengetahuan
agama tentang aturan pernikahan sesuai ketentuan Islam atau aturan Negara.

2. Pihak Pengadilan hendaknya memberikan pendampingan dalam hal
memberikan advokasi terhadap masyarakat yang belum paham masalah
peradilan.

3. Pemerintah hendaknya segera mengambil langkah untuk mencari solusi agar
Pengadilan Agama tidak hanya terjangkau oleh warga perkotaan, dan bias

terjangkau sampai ke pelosok desa seperti Desa Muara Bumban.



